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ABSTRAK

AKHMAD SUPRIADI KARYASASMITA (P032171301). Analisis
Penerapan Pengadaan Barang Jasa Ramah Lingkungan/Berkelanjutan Di
Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Didi
Rukmana dan Eymal Bahsar Demmallino).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis komponen yang
berpengaruh terhadap pelaksanaan penerapan pengadaan barang dan
jasa ramah lingkungan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2)
menganalisis proses pengadaan barang dan jasa yang telah diterapkan
oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penerapan
pengadaan barang/jasa ramah lingkungan (3) menganalisis kesiapan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerapan pengadaan
barang dan jasa pemerintah yang ramah lingkungan.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan khususnyadiBiro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini menggunakan teknik
purposive sampling berdasarkan pertimbangan bahwa Biro Pengadaan
Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel yang menjadi pelaksana dan
penanggungjawab proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Informan pada penelitian ini adalah
para pelaku utama pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdiri dari
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen, Kelompok Kerja Pemilihan. Untuk mengetahui proses
pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah dilaksanakan dan faktor
yang mempengaruhinya untuk kemudian dilakukan analisis hal-hal yang
menjadi pendorong dan penghambat terlaksananya pengadaan
barang/jasa ramah lingkungan/berkelanjutan dilingkup Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menujukkan bahwa hanya terlaksana sebagian kecil
dari mekanisme pengadaan barang/jasa ramah lingkungan/berkelanjutan,
yang dilihatdari kriteria yang diterapkan dalam proses pemilihan penyedia
melalui mekanisme tender. Masalah atau faktor penghambat utama adalah
belum adanya permintaan dalam proses perencanaan pengadaan
barang/jasa yang dilakukan oleh PA/KPA/PPK guna memenuhi permintaan
barang/jasa di instansinya. Dimana hal yang mempengaruhinya adalah
adanya keterbatasan masa berlaku surat penetapan pengangkatan
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat
komitmen sehingga pada dasarnya mereka lebih memprioritaskan
terpakainya anggaran dalam pembelanjaan barang/jasa sesuai masa
berlaku surat penetapan ybs (berlaku satu tahun anggaran) seperti selama
ini telah dilaksanakan oleh intansi masing-masing.

Kata kunci : Pengadaan Barang Jasa, Ramah Lingkungan, Ekonomi Hijau



ABSTRACT

AKHMAD SUPRIADI KARYASASMITA (P032171301). The Analysis of
South Sulawesi Government’s Procurement In Implementing Green Public
Procurement/Sustainable Public Procurement (supervised by Didi
Rukmana and Eymal Bahsar Demmallino).

This aims of this study are to (1) to analyze the components that affect
the implementation of the green public procurement/sustainable public
procurementwithin the scope of the South Sulawesi Provincial Government
(2) to analyze the process of goods and services procurement that have
been implemented by the South Sulawesi Provincial Government in the
context of implementing green public procurement/sustainable public
procurement, and (3) to analyze the readiness of the South Sulawesi
Provincial Government in implementing green public procurement/
sustainable public procurement.

This research was conducted within the scope of the South Sulawesi
Provincial Government, especially at the Bureau of Goods and Services
Procurement, the Regional Secretariat of South Sulawesi Province. The
location selection used a purposive sampling technique based on the
consideration that the Bureau of Goods and Services Procurementis the
working unitfor the goods/services procurement process that carried out by
the South Sulawesi Provincial Government. The informantsin this study are
the main actors in the process that consisting of Budget Users (BU), Budget
User Proxy (BUP), Commitment Making Officials (CMO), and the Election
Working Group (EWG). To find out the process of goods / services
procurements that has been carried out and the factors that influence it,
then an analysis of the things that are driving and inhibiting the
implementation of environmentally friendly /sustainable procurement
process that carried out within the scope of the South Sulawesi Provincial
Government.

The research results shows that only a small part of the mechanism
for procuring goods/services is environmentally friendly/sustainable, as
seen from the criteria applied in the process of selecting providers through
the tender mechanism. The main problem or inhibiting factor is that there is
no demand in the planning process for the procurement of goods/services
carried out by the BU/BUP/CMO in order to meet the demand for
goods/services in theirinstitution. Where thething thataffects itis the limited
validity period of the letter stipulating the appointment of theirs position
making officials so that basically they prioritize the use of the budget before
their appointment letters expires (valid for 1 years) in the expenditure of
goods/services as so far have been carried out by their respective agencies.

Keywords: Public Procurement, Green Procurement, Green Economy
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda dunia
internasional yang dirumuskan oleh PBB dengan istilah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals
(SDG’s) yang merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Mileniun
atau Millenium Development Goals (MDG’s), dimana tujuan agenda dari
kegiatan ini adalah aksi nyata negara-negara yang tergabung dalam
Persatuan Bangsa-Bangsa untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan dan
permasalahan lingkungan lainnya dalam bentuk aksi nyata. Komisi Eropa
(2016:4) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pekerjaan
umum, pengadaan barang dan jasa mewakili sekitar 14% dari PDB negara-
negara Eropa, dan dengan menggunakan kekuatan pembelian tersebut
untuk memilih barang, jasa dan bidang pekerjaan umum (seperti;
konstruksi, layanan kesehatan dan transportasi) yang dapat mengurangi
dampak ke lingkungan, mereka dapat memberikan konstribusi penting
ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional dari tujuan
pembangunan berkelanjutan tersebut.

Seringkali kita tidak menyadari pengaruh dari pentingnya pola
konsumsidan produksiiniterhadap dampaknyake lingkungan hidup, setiap

manusia yang hidup dan beraktifitas tentu akan mengkonsumsi barang-
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barang baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder, dst, dimana
untukmemenuhikebutuhantersebutseringkaliakan mendorong eksploitasi
terhadap sumber daya alam yang tentu saja pada akhirnya akan
berpengaruh terhadap lingkungan. Manusia membutuhkan makanan,
sementara untuk memproduksi makanan itu sendiri dibutuhkan lahan dan
kebutuhan penunjanglainnya (pengairan, pupuk, kemasan yangdiproduksi
pabrik, dil). Demikian pula untuk kebutuhan lainnya, se perti perumahan dll,
yang tentunya akan membutuhkan lahan dan material bangunan yang
diekstraksi dari sumber daya alam. MenurutBrears (2018:5) antara tahun
2010 hingga 2015 saja terjadi pertumbuhan 37% di 53 negara berkembang
yang memiliki pendapatan sekitar 10.000 USD, hingga diperkirakan pada
dua dekade mendatang 3 juta orang akan mencapai tingkatan kelas
menengah yang membawa konsekuensitumbuhnya permintaan barang-
barang, dimana untuk pemenuhan kebutuhan tersebut tentu akan
sumberdaya alam antara lain; air, energi, logam-logam dan berbagai
sumberdaya alam lainnya.

Dalam  melaksanakan pembangunan, setiap  pemerintah
menganggarkan pembiayaan pembangunan dalam mencapai tujuan
mensejahterakan masyarakatnya, baik pembangunan fisik maupun non
fisik. Pembangunan fisik termasuk sarana dan prasarana; seperti jalan,
jembatan, gedung, dan berbagai macam fasilitas fisik lainnya. Sedangkan
untuk kegiatan non fisik, diantaranya adalah; pelatihan masyarakat,

pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah,
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bantuan sosial, dll yang kesemuanya diperuntukkan bagi pertumbuhan
ekonomi rakyat. Kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah, yang
mengeluarkan anggaran belanja dan dibelanjakan untuk pembiayaan
pembangunan termasuk pengadaan barang/jasa, akan membawa dampak
terhadap perekonomian masayarakat. Azwar (2016:15) berkesimpulan
dengan menyajikan hasil penelitian sebagai berikut,
Hasil temuan dan analisis statistik menunjukkan bahwa perubahan
nilai realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah memberikan
dampak terhadap perekonomian Indonesia yang diukur dengan
indikator pertumbuhan, analisis tersebut menunjukkan bahwa
perubahan kondisi perekonomian Indonesia yang ditandai dengan
perubahan indikator pertumbuhannya, sebaliknya juga akan
berdampak pada tingkat realisasi belanja atau pengeluaran
pemerintah melalui pengadaan barang/jasa, yang artinya bahwa
tingkat realisasi dan kondisi perekonomian memiliki hubungan timbal
balik yang saling mempengaruhi.

Jumlah anggaran yang dibelanjakan setiap tahunnya oleh pemerintah
tidak sedikit, dimana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri ditahun
2019 membelanjakan anggaran sebesar 3,1 Triliun lebih (Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan, LKPP 2019), dan anggaran ini direncanakan
terealisasi, baik fisik maupun non fisik, pada tahun anggaran 2019,
sedangkan pada anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 3,3 Triliun
lebih. Dalam pelaksanaannya, penganggaran initerbagi ke 56 (lima puluh
enam) instansi lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk
membiayai program dan kegiatan masing-masing instansi. Oleh masing-

masing instansi, yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda,

penganggaran tersebutditujukan dalam upayanyauntuk mencapai tujuan



dari instansi masing-masing sesuai tugas pokoknya, dalam mencapai
peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan sesuai tujuan
dalam rencana strategis pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta non
fisik berupa berbagai macam pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dll
tentunya dibutuhkan dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik diadakan
langsung maupun melalui pihak penyedia atau biasa disebut dengan
rekanan. Dimana seringkali, pengadaan barang atau jasa ini hanya
mempertimbangkan aspek fungsi dari sisi ekonomi dan teknologinya, dan
belum mempertimbangkan aspek nilai lain seperti nilai keberlanjutan,
dan/atau nilai eksternal lainnya seperti nilai asal atau sumber bahan
bakunya. Sehingga seringkali instansi yang mengadakan barang/jasa
tersebut hanya memepertimbangkan pelaksanaannya di tahun anggaran
berjalan, tanpa terlalu banyak memperhitungkan aspek lainnya seperti
masa pakai, besaran sumberdaya yang dibutuhkan dalam
operasional/penggunaan barang/jasa tersebut (misalnya, berapa besar
daya listrik yang digunakan, bahan bakar minyak yang habis, dll), dan/atau
asal sumber bahan bakunya misalnya, legalitas material/bahan kayu,
material tambang lainnya, dan seterusnya. Faiza (2012:123) menyimpulkan
bahwa “Kepedulian terhadap lingkungan terbukti tidak memiliki pengaruh
yang signifikan dalam menjelaskan perilaku pembelian produk ramah

lingkungan”, khususnya di Jakarta dan kota sekitarnya.



Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak
hanya membawa dampak terhadap perekonomian yaitu dimaksudkan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga tentu
membawa dampak terhadap lingkungan terutama terhadap aspek
keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam pengadaan
barang jasa, seyogyanya mempertimbangkan hal-hal lain selain aspek
fungsi dan ekonominya, karena seringkali barang/jasa tersebut
memberikan dampak terhadap lingkungan yang tidak diperhitungkan. Hal
ini cukup logis mengingat pada umumnya, instansi yang mengusulkan
pengadaan barang/jasatersebut kurang memiliki pengetahuan yang cukup
mengenai asal usul material yang akan digunakan dan/atau apa dampak
yang dapat ditimbulkan khususnya terhadap lingkungan apabila
penggunaan barangjasa tersebuttelah habis masanya (tidak terpakai lagi).

Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah setiap
tahunnya, membawa dampak yang tidak sedikit mengingat jumlahnya yang
bisa dikatakan cukup besar. Sehinggabaik pemakaian bahan baku maupun
dampak limbah dan atau penggunaan energi dalam operasionalnya akan
cukup besar pula. Kurzweil (2005) dalam Shmelev (2017:3) mengatakan
bahwa produksi makanan, pakaian, perumahan, hiburan, transportasi dan
berbagai hal lainnya, selain memperbaiki perekonomian juga akan
menghasilkan polusi dan limbah.

Selain itu pula, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh

pemerintah dapat menjadi daya dorong perubahan pola produksi dan
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konsumsi karena besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah
setiap tahunnya, sehingga peluang-peluang pasar yang tercipta karena
pengadaan barang dan jasa ini tentu akan dimanfaatkan oleh produsen,
dan seringkali produsen akan mengikuti kemauan/parameter pihak
pemakai produk/jasanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk dapat
memperhitungkan aspek-aspek lingkungan yang terlibat dalam suatu
proses pelaksanaan barang jasa yang dilakukan oleh pemerintah, dalam
hal ini pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Sehingga pengaruh dari pengadaan barang/jasa ramah
lingkungan/berkelanjutan sangat besar dimana daya beli pemerintah
tersebut akan menyebabkan pihak produsen apalagi konsumen yang
merupakan instansi pemerintah sendiri, akan menjadi pihak yang peduli
terhadap aspek lingkungan dari kegiatan-kegiatan ekonominya, dan pada
akhirnya diharapkan dapat mengubah pola-pola konsumsi dan produksi
selama ini yang tidak memperdulikan aspek lingkungannya, sehingga
konsep “ekonomi hijau” benar-benar dapat diterapkan.

Dengan berbagai hal yang dikemukakan di atas tersebut menjadi
bahan kajian yang menarik, serta mengingatpotensi penerapan pengadaan
barang/jasa ramah lingkungan/berkelanjutan khususnya di Provinsi
Sulawesi Selatan yang dapat membantu pelestarian fungsi-fungsi
lingkungan sertatetap memperhatikan pemenuhan fungsidari pengadaan
barang/jasa tersebut itu sendiri khususnya untuk tetap berfungsi sebagai

sarana pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
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Sulawesi Selatan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitan
dengan judul “Analisis Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Ramah
Lingkungan/Berkelanjutan Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan”.
B. Fokus Penelitian

Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum telah banyak
diteliti, namun berbagai penelitian terdahulu tersebut fokus terhadap aspek
mekanisme pengadaan barang dan jasa serta pada aspek ekonominya,
misalnya pada produk atau material ramah lingkungan atau pada sistem
pelaksanaan tender barang dan jasa, namun peneliti memiliki kesimpulan
sementara dimana belum pernah dilakukan penelitian mengenai kesiapan
masing-masing komponen yang ada dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah khususnya barang/jasa ramah lingkungan.
Sehingga penelitian tesis ini fokus pada kesiapan pelaksanaan atau
kesiapan penerapan standar tertentu yang memenuhi kriteria ramah
lingkungan, baik berupa barang dan atau jasa untuk pemenuhan
kepentingan publik/masyarakat yang diadakan atau dilaksanakan oleh

pemerintah, khususnya dilingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

C. Rumusan Masalah

Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan pemerintah
diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat secara umum, dimana aspek

pengadaan barang jasa ini bukan hanya mempertimbangkan kemampuan
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ekonomi pemerintah dalam mengadakan barang dan jasa, namun juga
tentu memperhitungkan dampak ekonomi apa yang akan dihasilkan.
Dengan pola pengadaan tersebut, dimana “daya beli” pemerintah tentu
tidak kecil dan sangat berpengaruh pada ekstraksi sumber daya alam,
sehingga kemudian dirasakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa
oleh pemerintah ini dapat menjadi kekuatan pengarah yang dapat
dimanfaatkan karena besarnya daya beli pemerintah.

Barang dan jasa ramah lingkungan bukanlah halyang baru, dimana di
negara-negara maju telah lama menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan
dalam pengadaan barang jasa untuk kepentingan publik. Bahkan mungkin
lebih awal dari penerapan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan
untuk kepentingan publikini, manusia telah menyadari bahwa barang dan
jasa tidak dapat seterusnya diproduksi dengan berbagai keterbatasan
sumber daya alam serta dampak lingkungan yang ditimbulkannya baik
sejak ekstraksi sumber daya alam tersebut hingga pada pemanfaatan atau
penggunaan barang dan jasa tersebut.

Pemerintah Indonesia sendiri sejak tahun 2010 melalui Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, telah memberikan ruang bagi pengadaan barang dan jasa
ramah lingkungan ini dengan memuat klausul pengaturannya. Kemudian
Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2016 mengeluarkan aturan
mengenai produk ekolabel, sedangkan kementerian Pekerjaan Umum

sendiri telah membuataturan padatahun 2015 mengenai “Green Building’.
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Namun dalam perjalanannya, pengadaan barang dan jasa ramah

lingkungan ini sendiri tidak semudabh itu, baik di Provinsi Sulawesi Selatan

sendiri maupun di berbagai daerah lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini berusaha

menganalisis sejauh mana kesiapan penerapan pengadaan barang dan

jasa ramah lingkungan/berkelanjutan dilingkup pemerintah provinsi

Sulawesi Selatan, dengan merumuskan pokok-pokok permasalahan

sebagai berikut:

1.

2.

Komponen apa yang berperan dalam penerapan pengadaan barang
dan jasa untuk kepentingan publik dalam hal ini yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Apakah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses
pengadaan barang/jasatelah mempertimbangkan aspek lingkungan.
Bagaimana kesiapan penerapan pengadaan barang dan jasa
pemerintah, khususnya pada lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan, apabila dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip
pengadaan barang/jasa ramah lingkungan (Green Procurement)
dan/atau prinsip-prinsip pengadaan berkelanjutan (Sustainable

Procurement).

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalahsebagai berikut:



1. Menganalisis komponen yang berpengaruh terhadap pelaksanaan
penerapan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan dilingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Menganalisis proses pengadaan barang dan jasa yang telah diterapkan
oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penerapan
pengadaan barang/jasa ramah lingkungan.

3. Menganalisis kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam

penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah ramah lingkungan.
E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini selain diharapkan sebagai upaya pengembangan
ilmu, juga diharapkan dapat digunakan sebagai informasi awal mengenai
potensi penerapan pengadaan barang jasa lingkup pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan
telaahan dan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau
pihak lainnya sehingga prinsip pengadaan barang dan jasa ramah
lingkungan/pengadaan berkelanjutan dapat dilaksanakan di Provinsi
Sulawesi Selatan demi terlaksananya prinsip-prinsip Pembangunan
Berkelanjutan yang dapat direplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota di

bawahnya.
F. Ruang Lingkup/Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada proses pengadaan barang dan jasa yang
melalui mekanisme tender, dimana proses pelaksanaan penyediaan
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barang dan jasa melalui mekanisme tender yang pada umumnya
menggunakan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat menjadi pilihan
oleh instansi penggunanyadan melalui mekanisme pasar yang membuat
tranparansi pengadaannya lebih terjamin, sehingga memudahkan dalam
pelaksanaan evaluasi dan pengawasannya. Selain itu, pada proses
pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme tender ini dapat
mendorong produsen atau penghasil jasa untuk wajib mengikuti spesifikasi
tertentu yang dapat menjadi persyaratan dalam memenangkan tenderyang
dilakukan oleh pemerintah, dimana hal iniakan berlaku kurang efektif pada
prinsip pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung, baik
melalui metode pengadan langsung maupun metode penunjukan langsung,
karena metode pengadaan/penunjukan langsung lebih bersifat kebutuhan
yang tidak mengatur parameter persyaratan namun lebih kepada
keberadaan populasi barang tertentu yang memang dibutuhkan oleh
pemerintah atau instansi tertentu dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya.

Penelitian ini juga dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19,
namun penelitianini tidak meneliti pengadaan barang/jasa yang berkaitan
dengan kebutuhan penanganan kondisi pandemi dimaksud berhubung
kebutuhan pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan hal ini
dilaksanakan secara khusus, yaitu termasuk ke dalam mekanisme
Pengadaan Barang Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, dimana

sifat pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat tidak
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dapat diprediksi secara metode dan proses pengadaannya namun lebih
bersifat pada urgensi ketersediaan barang/jasa dipasaran dan skala

kebutuhan barang/jasa tersebut.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA
A. Peneliti Terdahulu

Barang/Jasa Ramah Lingkungan bukan merupakan hal yang benar-
benar baru dan telah banyak dilakukan penelitian terutama bagi pihak yang
memperhatikan peranan dan fungsi lingkungan hidup dalam proses
produksi suatu barang/jasa hingga pada tingkat konsumsinya di
masyarakat. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang
pengadaan barang dan jasa, baik yang dilakukan di lingkup pemerintahan
maupun non pemerintahan, serta baik itu mengenai pengadaan
barang/jasa ramah lingkungan dan/atau aspek lingkungan suatu produk
barang atau jasa, dapat ditarik suatu benang merah mengenai berbagai
kondisi dalam pengadaan barang/jasa khususnya dalam lingkup
pemerintahan, terutama terkait masalah hukum dan faktor-faktor yang
menentukan seperti sumber daya manusia, teknologi serta produk itu
sendiri.

Selain hal tersebut, kesimpulan lain yang dapat dipelajari dari berbagai
penelitian terhadap proses pengadaan barang/jasa ini adalah bagaimana
konsep pengadaan barang/jasa itu sendiri, baik secara fungsi langsung
maupun tidak langsung. Terhadap fungsi langsung misalnya bagaimana
suatu produk dalam bentuk barang dan/atau jasa dipergunakan

sebagaimana fungsi barang itu sendiri, misalnya dalam hal produk
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konstruksi dan/atau barang jadi, apakah struktur/infrastruktur itu dalam
penggunaannyamengkonsumsienergi,atau barang keperluan kantor yang
dalam operasionalnya akan membutuhkan biaya perawatan, dll. Serta
fungsitidak langsung, seperti misalnya bagaimana permintaan akan suatu
barang/jasa dapat membuat produsen menyesuaikan diri (baik dalam
prosess ekstraksi bahan material maupun dalam proses pembuatan
produknya) terhadap permintaan konsumen, dalam hal ini pada lingkup
pemerintah, seperti permintaan produk kertas, yang dapat saja dimintaoleh
konsumen dalam bentuk produk ramah lingkungan, sehingga membuat
produsen lebih memperhatikan proses produksinyaagar ramah lingkungan.
Berdasarkan penelitian dari Muhammad Mashuri Alif (2017), bahwa label
ramah lingkungan atau yang biasa dikenal dengan istilah ekolabel adalah
pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dalam suatu produk atau
jasa, dimanalabel ramah lingkungan ini sendiri sudah mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 19
tahun 2002 tentang Hak Cipta, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor
02 tahun 2014. Ekolabel Indonesia merupakan salah satu perangkat
pengelolaan lingkungan yang bersifat proaktif, sukarela dan diharapkan
sebagai perangkat yang efektif untuk melindungi fungsi lingkungan hidup,
kepentingan masyarakat, dan peningkatan efisiensi produksi serta daya
saing.

Sehingga dengan konsep ekolabel ini, pada akhirnya, alur dari suatu

proses produksihingga sampai pada konsumen dan padaakhirnyamenjadi
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barang tidak terpakai, akan membentuk suatu pola konsumsi dan produksi,
dimana pada konsep ekonomi hijau, tujuan dari suatu produk barang/jasa
yang dihasilkan bukan hanya pada pemenuhan kebutuhan manusia (dan
sekitarnya) pada saat dibutuhkan, namun tidak pula menjadikan
pemenuhan kebutuhan itu sebagai suatu proses yang menjadikan sumber
daya alam dan faktor lain yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi,
menjadi terhenti ketika sumber dayanya habis, namun sedapat mungkin
suatu kegiatan ekonomi (konsumsi dan produksi) menjadi suatu kegiatan
yang berkelanjutan yang tetap memperhatikan keberlangsungan fungsi-
fungsi lingkungan, misalnya dalam pembuatan kertas dan/atau produk lain
yang memanfaatkan sumber daya alam berupa kayu baik dalam
pembuatan sarana kerja atau dipergunakan dalam dunia konstruksi, yang
ketika kegiatan ekonomi ini dilakukan tanpa memperhatikan
keberlangsungan fungsi lingkungan (tanpa penerapan prinsip ekonomi
hijau) maka suatu Kawasan hutan tertentu yang diekstraksi menjadi habis
pada suatu saat. Namun tidak demikian apabila konsep ekonomi hijau
diterapakan, dimana ketika konsumen meminta persyaratan bahwa produk
yang akan dipergunakannyaharus memperhatikan fungsi-fungsilingkunga,
maka produsen tentu akan melakukan proses produksi berkelanjutan dan
tetap memperhatikan fungsilingkungan.

Prinsip ekolabel ini sendiri tidak hanya dapat diterapkan pada produk
barang/jasa, namun prinsip ekolabel yaitu ramah lingkungan dapat pula

diterapkan pada duniakonstruksi, sebagaimana penelitian yang dilakukan
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oleh Nadia Khairarizki dan Wasiska lyati (2017) terhadap Implementasi
Konstruksi Hijau Pada Proyek Apartement Grand Kamala Lagoon Tower
Emerald Bekasi. Dimana studi ini dilakukan terhadap proyek Tower
Emerald pada luaslahan sekitar 8 ribu hektar dengan luas bangunan sekitar
124 ribu meter persegi. Studiini mempelajari bagaimana suatu konstruksi
menerapkan konsep konstruksi hijau berdasarkan pada Model Assessment
Green Construction (MAGC) yang dikembangkan oleh Ervianto (2013),
dimana konsep ini menyebutkan bahwa konstruksi hijau adalah bagian dar
konstruksi berkelanjutan dengan tujuan utama mengurangi dampak
negative terhadap lingkungan selama proses pembangunannya. MAGC
memiliki tujuh aspek utama penilaian yakni tepat guna lahan, konservasi
energi, konservasi air, sumber dan siklus material, manajemen lingkungan
proyek konstruksi, kesehatan dan kenyamanan lingkungan proyek, dan
kualitas udara. Ervianto (2013) menyatakan MAGC dapat digunakan untuk
proyek bangunan gedung secaraumum dan termasuk pekerjaan arsitektur,
sedangkan pekerjaan mekanikal, pekerjaan elektrikal dan pekerjaan

perpipaan tidak diakomodasi dalam model penilaian ini.

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut di atas, dapat menjadi
referensi serta panduan secara umum dalam melakukan observasi apakah
dalam suatu proses pengadaan barang/jasa pemerintah, baik itu
pengadaan barang, pengadaan konstruksi maupun pengadaan jasa
lainnya, apakah telah dilaksanakan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan

atau hingga padatahapan pengadaan barang/jasa berkelanjutan.
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B. Konsep Ekonomi Hijau

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi tujuan global komunitas
internasional sejak konferensi PBB tentang pembangunan dan lingkungan
hidup atau Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) yang
dilaksanakan di Rio da Jenairo (Brazil) pada tahun 1992 yang dikenal
dengan Deklarasi Rio dan Agenda 21, yang kemudian komitmen ini
diperbaharui 20 tahun kemudian yaitu pada tahun 2012 melalui ajang yang
sama yaitu KTT yang juga dikenal sebagai “Rio +20”. Walaupun sejak saat
itu keberpihakan dunia internasional tentang konsep ekonomi hijau ini telah
semakin menguat, namun terminologi dan definisitentang konsep ekonomi
hijau ini masih berbeda-beda atau tidak ada kesepakatan mengenai
parameter-parameter apa yang bisa disepakati tentang konsep ekonomi
hijau ini, misalnya; bagaimana mengukur pembangunan rendah emisi,
bagaimana konsep pertumbuhan hijau, dil. Namun hal ini tidak mengurangi
keinginan komunitas internasional untuk menerapkan konsep ekonomi
hijau ini.

Istilah ekonomi hijau sendiri telah lama dikenal, istilah ini pertama kali
dirintis di tahun 1989 melalui laporan kelompok ekonomis lingkungan
kepada pemerintah Inggris yang berjudul “Blueprintfor a Green Economy”
(Peace, Markandya dan Barbier, 1989), dimana laporan ini menyarankan

Pemerintah Inggris untuk memakai konsensus “pembangunan
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berkelanjutan” dan menggunakan parameter-parameter pembangunan
berkelanjutan untuk mengukur kemajuan ekonomi dan menilai sebuah
proyek serta kebijakan-kebijakannya. Walaupun istilah tersebut telah
digunakan sebagai judul laporan, namun belum ada konsep atau apalagi
definisi jelas terhadap istilah “Ekonomi Hijau” ini, hanya pada konsep
pemikiran bahwa sektor ekonomi semestinya dapat membantu kebijakan -
kebijakan lingkungan hidup.

Di tahun 2008, United Nations Environment Programme (UNEP)
menghidupkan kembali istilah tersebut dalam merespon krisis global
multidimensi saat itu, dengan memberikan program bantuan yang disebut
“green stimulus packages” dimana PBB melalui UNEP memberikan paket
bantuan  ekonomi dengan  memberikan parameter-parameter
keberhasilannya dengan target-target penyelesaian isu lingkungan seperti;
penurunan emisi karbon, pengentasan kemiskinan, menurunkan tingkat
degradasi ekosistem, dll. UNEP sendiri memberikan definisi yang secara
luas telah diadopsi mengenai konsep “Green Economy”, yaitu kegiatan
ekonomi rendah emisi karbon, penggunaan sumberdaya yang efisien dan
mempertimbangkan aspek sosial di dalamnya.

Tujuan dari konsep “Ekonomi Hijau” ini sendiri secara umum antara
lain adalah; meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya seperti
energi, air, dan berbagai material yang digunakan dalam memproduksi
barang-barang kebutuhan manusia; memastikan keberlanjutan ekosistem

dimana konsep ekonomi hijau ingin memastikan terjadinya perlindungan
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terhadap lingkungan alami, ekosistem serta daur ekosistem itu sendir
mendorong keadilan sosial dimana konsep ini ingin memperkenalkan

keseteraan kesejahteraan antara berbagai lingkup strata sosial.

C. PolaKonsumsi dan Produksi

Salah satu tujuan dari “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” adalah
konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, dimana capaian
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan membutuhkan
perubahan dalam menghasilkan atau memproduksi berbagai produk dan
dalam melakukan konsumsi terhadap sumber daya alam. Bidang pertanian
merupakan pengguna air terbesar diseluruh dunia, dimana irigasi diklaim
menggunakan hingga 70% air segar yang digunakan olehmanusia (UNDP).
Untuk mencapai pola-pola konsumsi yang berkelanjutan hingga 2030 bagi
negara-negara berkembang, dibutuhkan efisiensi pengelolaan sumber-
sumber daya alam dan perubahan pola pembuangan limbah dan bahan
berbahaya beracun untuk mencapai tujuan ini. Demikian pula dibutuhkan
untuk mendorong industry, bisnis swasta serta konsumen umum dalam
mengelola dan mengurangi limbahnya.

Berdasarkan data United Nations Development Programme (UNDP)
terdapat 1,3 juta ton dari limbah makanan setiap tahunnya sementara ada
2 juta manusiayangkelaparan, dan sektor makanan menyumbang 22% gas
rumah kaca (GRK) dari total emisi gas rumah kaca dimana umumnya

sumbangsih ini bersumber dari alih fungsi lahan hutan menjadi lahan
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pertanian.Demikian pula, jika setiap manusiadi bumiinimengganti bohlam
lampunya menjadi hemat energi, maka diperkirakan akan dihemat 120 juta
dolar setiap tahunnya.

Sedemikian pentingnya pola konsumsi dan produksi ini dalam
mempengaruhi lingkungan dari kegiatan-kegiatan manusia. Dengan
besarnya daya beli pemerintah dalam pengadaan untuk kepentingan
publik/masyarakat, maka diharapkan bahwa pengadaan barang dan jasa
yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi daya dorong terhadap
perubahan pola-pola produksi dan konsumsi, terutama dampak yang bisa
dibawa terhadap pola-pola kegiatan industri dan bisnis swasta. Dengan
menerapkan standar-standar atau persyaratan-persyaratan tertentu bagi
industri/swasta yang ingin berpartisipasi dalam melaksanakan pengadaan
barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, maka peluangini menjadi
salah satu alternatif yang langsung maupun tidak langsung akan

berpengaruh terhadap pola-pola konsumsi dan produksi.
D. Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan/Berkelanjutan

Pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan/berkelanjutan
merupakan bagian dari Sustainable Develompent Goals (SDG’s) yang
dicanangkan oleh PBB, khususnya pada poin/target ke-12 yang itu
Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab dengan sub target yaitu; 12.6
praktek-praktek usaha berkelanjutan, 12.7 pengadaan barang/jasa publik

berkelanjutan.
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Di Indonesia sendiri, kebijakan pengadaan berkelanjutan telah
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/JasaPemerintah, pengadaan barang/jasadidefinisikan
sebagai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut di
atas sesuai Pasal 4, bahwa salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa
pemerintah adalah mendorong Pengadaan Berkelanjutan berdasarkan
prinsip-prinsip; efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah mendefinisikan pengadaan barang dan jasa yang
menerapkan konsep ramah lingkungan adalah suatu proses pemenuhan
kebutuhan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I),
sehingga keseluruhan proses Pengadaan dapat memberikan manfaat
untuk K/L/D/I dan masyarakat serta perekonomian, dengan meminimalkan
dampak kerusakan lingkungan. Sedangkan pada peraturan terbaru
pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, yaitu
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, konsep ramah lingkungan ini menggunakan
istilah “Pengadaan Berkelanjutan’ yang didefinisikan sebagai pengadaan

barang dan jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang
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menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi
juga untuk masyarakat, serta signifikan untuk mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

Min dan Galle, 2005 dalam Rhicard N. Kipkoech dkk 2019,
mendefinisikan pengadaan atau pembelian barang dan jasa yang ramah
lingkungan adalah pemilihan oleh kontraktor dengan persyaratan-
persyaratan yang mempertimbangkan aspek lingkungan yang tertuang di
dalam kontrak. Dimana pengadaan atau pembelian barang atau jasa ini
dalam pertimbangan aspek-aspek lingkungannya dapat diterapkan baik
pada saat pemilihan penyedia maupun dalam pelaksanaan kontraknya itu
sendiri.

Selain beberapa pengertian dari istilah-istilah yang akan digunakan
dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan di atas, perlu pula untuk
memberikan pemaparan untuk istilah-istilah lainnya yang dapat dan atau
akan seringdigunakan dalam penelitian ini,dan yang menjadi dasar rujukan
adalah definisi operasional yang bersumber dari peraturan atau sumber
hukum karena pengadaan barang/jasa dimaksud dalam penelitian adalah
pengadaan barang/jasa untuk kepentingan publik yang dilaksanakan oleh
pemerintah, khususnya oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Beberapa definisi dari istilah-istilah yang akan sering digunakan,
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, adalah sebagai berikut:
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsurpenyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas
mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementeran
Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya
disingkat KPA adalah penjabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan
anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah

pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
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keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasayang selanjutnya disingkat UKPBJ
adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ
untuk mengelola pemilihan Penyedia.

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang
disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan
teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia
adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan

kontrak.
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- Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

- Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

E. Konsep Pengadaan Barang/Jasa Ramah

Lingkungan/Berkelanjutan di Lingkup Pemerintahan.

Pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah pada prinsipnya
tidak berbeda dengan pengadaan barang/jasa non pemerintah, bahkan
secara prinsip ekonomi tidak berbeda dengan pemenuhan kebutuhan
barang/jasa pribadi. Hal yang cukup membedakan adalah pada konteks
penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat, sehingga asas
penggunaannyatidak sama dengan penggunaan pribadi/non pemerintah,
dimana penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat, selain harus
memenuhi prinsip transparan dan akuntabel, juga harus memenuhi asas
manfaat dan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitasnya.
Ketika suatu individu dengan sumber daya yang dimilikinya membutuhkan
suatu produk barang/jasa maka dalam prinsip ekonomi bahwa individu
tersebut memiliki kebebasan dalam menentukan produk yang
diinginkannya, walaupun pada akhirnya barang/jasa yang dikonsumsinya

belum tentu benar-benar sesuai kebutuhannya. Tidak demikian halnya
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apabila suatu produk barang atau jasa dibutuhkan dalam lingkup
pemerintahan, baik untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk
dimanfaatkan oleh masyarakat. Suatu instansi pemerintah, dalam
mengadakan suatu barang akan diminta pertanggungjawaban pembelian
barang/jasa tersebut, baik dalam pemenuhan kebutuhannya maupun
sumber-sumber pembeliannya, sehingga taat asas terhadap aturan
pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dijelaskan di atas, akan
menjadi sangat penting, untuk menghindari konflik dan bahkan potensi
pelanggaran terhadap aturan hukum.

Oleh karenaitu, maka dalam suatu proses pengadaan barang/jasa di
suatu instansi pemerintahan, telah diatur sedemikian rupa perangkat-
perangkat yang ada beserta tugas dan fungsinya dalam mengadakan
barang/jasa tersebut. Hal ini menjadi faktor internal dalam proses
pengadaan barang/jasa. Sementara pelaku lainnya seperti Penyedia, dan
atau produk barang/jasa itu sendiri menjadi faktor eksternal yang
berpengaruh. Adapun dengan belanja rutin yang dilakukan oleh instansi-
instansi pemerintah, selama ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi
produsen atau pelaku usaha, dimana anggaran belanja setiap tahunnya
cukup menentukan dalam proses ekonomi di daerah dimana instansi
tersebut berada. Interaksi dari kesemua faktor ini dikaitkan dengan konsep

ekonomi hijau, diharapkan dapat menjadi daya dorong bagi terlaksananya

26



konsep ekonomi hijau itu sendiri, dengan memperhatikan ketersediaan
produk barang/jasa ramah lingkungan, daya dukung sumber daya manusia
serta teknologi dan perangkat aturan yang ada apakah telah mampu
mengakomodir  terlaksananya pengadaan  barang/asa  ramah

lingkungan/berkelanjutan, atau masih memerlukan faktor lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah

* A 4 *
Aturan Hukum - Faktor Internal - Faktor eksternal
(PA/KPA/PPK, Pejabat (Penyedia, produk
Pengadaan, Pokja barang/jasa)
Pemilihan)

Analisis ketersediaan aturan yang memadai, kesiapan pelaku internal dalam
mengadakan barang/jasa ramah lingkungan (pemahaman teknis dan ketersediaan
perangkat/teknologi), kesiapan penyedia dan produk barang/jasa ramah lingkungan

< &

Rekomendasidalam menerapkan PBJ Ramah

Lingkungan/Berkelanjutan

Gambar 1. Kerangka pikir proses pengadaan barang/jasa dalam
menerapkan konsep ramah lingkungan/berkelanjutan pada

proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

F. Konsep Pengadaan Barang/Jasa Ramah Lingkungan

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, salah

satunya adalah Kajian Penerapan Green Procurement Pada Proyek
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Infrastruktur Jalan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Yunita dkk,
menjelaskan bahwa pengadaan yang ramah lingkungan (green
procurement) adalah suatu proses pemenuhankebutuhan barang atau jasa
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/LD/I)
sehinggaseluruh tahapan proses pengadaan bermanfaattidak hanya untuk
K/L/D/l tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan
meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. Dimana pada Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 konsep ini dinyatakan masih bersifat
introduksi atau hanya sekedar pengenalan saja.

Dalam penelitiannya tersebut, Yunita dkk, menerapkan beberapa
prinsip pengadaan ramah lingkungan yang dapat diterapkan, seperti:

a. Kebutuhan barang atau jasa dapat dipenuhi sesuai dengan spesifikasi
yang ditetapkan tetapi harus dengan meminimalisir dampaknya
terhadap lingkungan.

b. Ditambahkan syarat-syarat tertentu dalam proses pengadaan, misalnya;
penyedia harus menyertakan studi AMDAL, penyedia harus
menggunakan bahan-bahan recycle dan sebagainya.

c. Optimalisasi biaya pada pengadaan, agar kebutuhan yang

direncanakan dapatterpenuhi dengan biaya seminimal mungkin.
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Selain prinsip-prinsip tersebut di atas Alejandre E. Berry dkk (Yunita

dkk, 2016) menyusun beberapa kriteria-kriteria dalam pengadaan barang

ramah lingkungan, yang disusun dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Aspek Biaya

Kriteria

Sub Kriteria

A. 1 Nilai Penawaran

A.1.1 Nilai penawaran terendah

A.1.2 Nilai penawaran realistis diatas HPS

Tabel 2. Aspek Lingkungan

Kriteria

Sub Kriteria

B.1 Pengelolaan Dan
Spesifikasi Material

B.1.1 Meminimalkan penggunaan material

B.1.2 Pemakaian produk daurulang

B.1.3 Mengurangi penggunaan material
berbahaya (carbon imprint)

B.2 Pemanfaatan
Energi

B.2.1 Meminimalisir konsumsi energi

B.2.2 Meminimalisir kehilangan energi

B.3 Manajemen Air dan
Limbah

B.3.1 Klarifikasi bahan bakaryang ramah
lingkungan

B.3.2 Meminimalisir penghasilan limbah

B.3.3 Pembuatan system drainase sementara

B.3.4 Kapasitas sedimen

B.4 Manajemen
Kualitas

B.4.1 Dampak terhadap lingkungan selama dan
pasca konstruksi

B.4.2 Kesesuaian pekerjaan dengan penetapan
biaya

B.4.3 Ketepatan waktu konstruksi dengan jadwal
kontrak

B.5 Sertifikat

B.5.1 Penyediajasa memiliki sertifikat ISO atau
sertifikat lain yang menunjukkan kinera
manajemen mutu dan manajemen lingkungan
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Tabel 3. Aspek Sosial

Kriteria

Sub Kriteria

C.1 Sistem
Manajemen K3

C.1.1 Keikutsertaan dalam program asuransi
tenaga kerja

C.1.2 Prosedur penanganan keselamatan kerja

C.1.3 Peraturan yang dibuat berdasarkan
Perundang-Undangan mengenai K3

C.2 Pengguna
Infrastruktur

C.2.1 Kesetaraan akses pengguna jalan

C.2.2 Perubahan dan peningkatan kemampuan
jalan

C.2.3 Partisipasi masyarakat

C.2.4 Perlindungan kesehatan (keselamatan,
kebisingan)

C.3 Sumber Daya
Manusia

C.3.1 Ketersediaan tenaga kerja ahlidan
terampil

C.3.2 Ketersediaan tenaga kerja ahli dengan
tingkat Pendidikan minimal D3 serta
pengalaman minimal 5 tahun dan tenaga kerja
terampil dengan tingkat Pendidikan minimal D1
serta pengalaman minimal 3tahun

C.4 Supervisi

C.5 Pemeriksaan
Kinerja K3

Tabel 4. Aspek Ekonomi

Kriteria

Sub Kriteria

D.1 Metode D.1.1 Perencanaan desain jalan (geometric)
Pelaksanaan D.1.2 Penggunaan teknologi perkerasan

D.2 Sistem D.2.1 Penghematan transportasi material, air
Pengelolaan dan pekerja pada saat pelaksanaan

D.2.2 Penghematan energi (hemat bahan bakar
fosil, menggunakan energi matahari atau energi

lainnya)

Tabel 5. Aspek Reputasi

Perusahaan

Kriteria

Sub Kriteria

E.1 Reputasi
Perusahaan

E.1.1 Pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan

E.1.2 Pengalaman berhubungan dengan klaim

E.1.3 Frekuensi kegagalan perusahaan dalam
memenuhi kesepakatan dalam kontrak

E.1.4 Tidak masuk dalam daftar hitam
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Berdasarkan kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud di atas, maka
analisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan (green
public procurement) dan/atau pengadaan barang/jasa berkelanjutan
(sustainable public procurement) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dapat dianalisis dengan melakukan observasi baik langsung
maupun melalui wawancara terhadap pelaksana kegiatan (PA/KPA/PPK),

dengan kerangka sebagaimana berikut:

Pelaksanaan Kriteria-Kriteria dalam Pengadaan
Tender Ramah Lingkungan

A

Kriteria-Kriteria:

v v
Kriteria Al B1 B2 B3
Pemilihanyang
; —> —>»| GPP/SPP
ditetapkanoleh B4 B5 Cc1 c2
Pokja
c3 C4 C5

D1 D2 El

Sub Kriteria:

Gambar 2. Kerangka pikir dalam menentukan penerapan Pengadaan
Barang/Jasa Ramah Lingkungan (green public
procuremen/GPP) dan/atau Pengadaan Barang/Jasa

Berkelanjutan (Sustainable Public Procurement/SPP).
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